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ABSTRAK 

 

Penelitian tesis ini bertujuan untuk melakukan analisis pendampingan sertifkasi halal gratis 

dalam implemetasi halal mandatory. Penelitian ini berfokus pada kebijakan pendamping PPH oleh 

Halal Center UIN Sunan kalijaga dalam program SEHATI, kebijakan Halal Center dalam 

melaksanakan pembinaan, pendampingan dan pengawasan untuk pendamping PPH, dan 

implementasi halal Mandatory. Kesadaran masyarakat di Indonesia dengan kehadiran produk halal 

akan terus berkembang dengan adanya penanaman nilai-nilai dalam ajaran Islam dan perubahan 

dengan hadirnya fenomena produk halal di Indonesia. Pendampingan proses produk halal  bagi 

pelaku usaha adalah bentuk upaya BPJPH dalam mewujudkan proses produk halal sebanyak 1 juta 

produk yang sudah bersertifikat halal melalui program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) pada 

tahun 2023 katagori self declare. Pendampingan SEHATI bertujuan dalam mempermudah pelaku 

UMK untuk mendapatkan sertifikat halal dan sebagai implementasi halal mandatory. 

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif menggunakan pendekataan grounded theory. 

Pendekatan dimana peneliti melakukan penarikan generalisasi yang diteliti, teori yang abstrak 

tentang proses, dan tindakan atau interaksi yang dilakukan berdasarkan sudut pandang dari 

partisipasi yang diteliti terkait kebijakan pendampingan sertifikasi halal gratis oleh Halal Center 

UIN Sunan Kalijaga dalam implementasi halal mandatory. Pengumpulan data dilakukan melalui 

observasi, wawancara, dan melakukan kajian sumber referensi yang berkaitan. Teori yang  

digunakan pada penelitian ini adalah teori kebijakan Publik dan Pemberdayaan. 

Penelitian ini memberikan sebuah kesimpulan bahwa Pertama, Kebijakan Pendampingan 

sertifikasi halal oleh Halal Center UIN Sunan kalijaga dilaksanakan secara terbuka berdasarkan 

instruksi BPJPH Kementerian Agama sebagai field project untuk pembukaan LP3H di Perguruan 

tinggi. Proses kebijakan pendampingan sertifikasi halal dilakukan dengan pembukaan pelatihan 

pendamping PPH melalui media sosial dalam bentuk sosialisasi kepada masyarakat umum dan 

mahasiswa setiap periode berdasarkan kebutuhan pendampingan SEHATI. Kedua, Peran Halal 

Center UIN Sunan kalijaga dalam melakukan pembinaan adalah dengan mengadakan coacing 

clining setiap seminggu sekali yang bertujuan untuk melakukan evaluasi kepada pendamping, 

kemudian dalam pendampingan dilakukan dengan memberikan pemahaman bagi pendamping 

terkait penyediaan bahan, proses pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistibusian, 

penjualan, dan penyajian produk. Sedangkan  pengawasan dilakukan dalam bentuk pengaduan dari 

berbagai sumber dan menjadi bahan evaluasi internal. Pada pengawasan ini terdapat kekurangan, 

yakni pengawasan yang belum maksimal dan jumlah SDM yang dimiliki sangat terbatas. Ketiga, 

Kontribusi Halal Center dalam implementasi Halal Mandatory adalah melaksanakan ketentuan 

sertifikasi halal dari voluntar (sukarela) menjadi mandatory (kewajiban). Pelaksanaan program 

SEHATI katagori self declare dapat dimanfaatkan oleh pelaku UMK untuk disertifikasi 

produknya. Namun kesadaran masyarakat masih rendah dalam pengajukan sertifikasi halal, 

dikarenakan sosialisasi ke masyarakat belum dilakukan secara menyeluruh, maka BPJH menunjuk 

LP3H untuk melakukan pendampingan bagi UMK sebagai implementasi halal mandatory, yakni 

Halal Center UIN Sunan Kalijaga yang sudah melakukan perekrutan pendamping diseluruh 

Indonesia. kemudian implementasi Halal Mandatory di perguruan tinggi yang dilakukan Halal 

Center UIN Sunan Kalijaga adalah melaksanakan fungsi tridarma perguruan tinggi yang berkaitan 

dengan pendidikan, penelitian,  pengabdian masyarakat pada kajian industri dan bisnis halal.  

 

Kata Kunci: Pendampingan, Sertifikasi Halal Gratis, Halal Mandatory 
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MOTTO 

 

 

“Wahai manusia, makanlah sebagian (makanan) di bumi yang halal lagi baik dan 

janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia bagimu merupakan 

musuh yang nyata” 

(Q.S Al Baqarah Ayat 168). 
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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

A. Latar Belakang 

Pasar konsumen Islam dengan cukup besar dan potensial di wilayah 

Indonesia mendorong berkembangnya industri halal untuk menciptakan 

peluang pada layanan produk halal.  Kesadaran akan produk halal bagi 

masyarakat Indonesia akan terus tumbuh seiring dengan penanaman nilai-nilai 

dalam ajaran Islam dan mengalami perubahan hingga akhir ini dengan hadirnya 

fenomena produk hala yang terus berkembang. Produk halal yang dikonsumsi 

merupakan perintah agama yang tertuang pada pasal 29 ayat 2 UUD 1945 

bahwa,  “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk 

agamanya masing-masing dan  untuk beribadat menurut agamanya dan  

kepercayaannya itu”.
1
 

Sebagai langkah pemerintah dalam usaha melegalkan peredaran produk 

di Indonesia, maka lahirlah Undang-Undang JPH Nomor 33 Tahun 2014 dan 

mulai diberlakukan tahap pembinaan pada tanggal 17 Oktober 2019 sampai 

dengan 17 Oktober 2024. Sedangkan prosedur sertifikasi halal di tuangkan 

dalam PP No. 31 Tahun 2019 sebagai pelaksana Undang-Undang Jaminan 

Produk Halal (JPH). Kehadiran regulasi JPH adalah bentuk keinginan negara 

untuk menjamin dan memberikan kemerdekaan bagi setiap masyarakat untuk 

memeluk agamanya dan beribadah menurut ajaran masing-masing serta 

terdapat perlindungan hukum dari pemerintah dalam bentuk kehalalan setiap 

                                                             
1
 “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945”. 
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produk di masyarakat luas. Keberadaan Undang-Undang JPH bertujuan untuk 

menjawab dinamika ilmu pengetahuan yang terus berkembang serta teknologi 

dalam bidang industri pangan yang tidak dapat dilakukan dengan sederhana 

untuk menentukan kehalalan produk makanan dan minuman. Pada masa kini 

terdapat berbagai macam teknologi pangan yang sangat canggih untuk menguji 

kehalalan sebuah produk, sehingga penentuan produk halal hanya dapat 

dilakukan oleh orang yang memiliki kompetensi dibidangnya. 

Pemerintah memberikan perhatian bagi warga negaranya yakni dengan 

memberikan jaminan dan perlindungan dalam menjalankan perintah agama 

berdasarkan keyakinan yang dimilikinya. Seperti hak untuk mendapatkan 

jaminan dan perlindungan kehalalan produk, khususnya untuk masyarakat 

Muslim. Dengan demikian negara perlu memberikan kepastian perlindungan 

hukum terkait jaminan produk halal yang beredar di masyarakat.
2
 Sebagai 

peran negara dalam upaya pemenuhan kebutuhan tersebut, maka pemerintah 

membuat kebijakan pelaksanaan sertifikat halal serta pelabelan halal secara 

wajib pada setiap produk yang beredar seperti makanan, minuman, obat-

obatan, dan produk kosmetik di Indonesia.
3
  

Sertifikat halal adalah bentuk legitimasi halal pada produk yang beredar 

dan dikeluarkan BPJPH Kementerian Agama berdasarkan putusan sidang 

komite fatwa MUI. Pada pasal 3 UU JPH menyatakan “penyelenggaraan 

jaminan produk halal bertujuan untuk memberikan kenyamanan, keamanan, 

                                                             
2
 Purwanti Paju, “Jaminan Sertifikasi Produk Halal Sebagai Salah Satu Perlindungan 

Terhadap Konsumen Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan 

Konsumen,” Lex Crime 5, No. 5 (2016): 109 – 117. 
3
 Musyfikah Ilyas, “Sertifikasi Dan Labelisasi Produk Halal Perspektif Maslahat, Jurnal 

Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam,” Al-Qadau 4 No. 2 (2018). 
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keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam 

mengonsumsi dan menggunakan produk, dan meningkatkan nilai tambah bagi 

pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produk halal.”
4
 

Pelaksanaan sertifikat halal tidak hanya memberikan kebermanfaatan 

perlindungan terhadap hak-hak konsumen yang beragama Islam, namun juga 

terhadap produk non halal. Dengan adanya kehadiran sertifikasi ini, dapat 

memberikan peningkatan daya saing produk yang beredar dan konsumen tidak 

khawatir untuk menggunakan produk yang beredar selama sudah bersertifikat 

halal. Sertifikasi halal memiliki simbol dalam memberikan jaminan hukum 

untuk konsumen yang beragama Islam bahwa produk yang beredar dan 

digunakan sudah sesuai dengan tuntutan ajaran Islam.
5
 

Sertifikat halal untuk produk-produk pangan, kosmetik, obat-obatan serta 

produk sejenisnya dapat memberikan kebermanfaatan dan kejelasan kehalalan 

suatu produk yang tidak menimbulkan keresahan bagi konsumen ketika 

menggunakannya. Dengan demikian keseimbangan pada proses produk halal 

sudah dijamin negara dan berpedoman pada regulasi sistem jaminan produk 

halal. 

Berdasarkan tindak lanjut terjadinya perubahan regulasi UU No. 11 

Tahun 2020 tentang Cipta Kerja klaster Jaminan Produk Halal, pemerintah 

melakukan pengesahan PP No. 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggara Jaminan 

Produk Halal memberikan wewenang sertifikasi dan labelisasi halal kepada 

                                                             
4
 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, Pasal 3. 

5
 Aufa Islami, Tesis, “Sertifikasi Halal Pada Produk Rumah Makan Di Kota Yogyakarta 

Dalam Meningkatkan Nilai Jual” (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2021). 



 

 

4 
 

BPJPH Kementerian Agama dan tidak MUI hanya melaksanakan penetapan 

fatwa halal. Kemudian pada awalnya pelaksanaan sertifikat halal di Indonesia 

hanya bersifat sukarela atau voluntary melalui LPPOM MUI. Namun setelah 

terbitnya UU JPH dan UU CK Klaster Halal, pelaksanaan sertifikasi halal 

menjadi halal mandatory. Maka  terjadi perubahan kewenangan kelembagaan  

pada proses sertifikasi halal yakni Komite Fatwa MUI ditunjuk dalam 

memutuskan fatwa halal, LPH sebagai auditor, dan BPJPH melakukan 

penerbitan sertifikat halal dan memberikan labelisasi halal produk. 

Pelaksanaan PP No. 39 Tahun 2021 memberikan ruang bagi pelaku 

UMK untuk dapat memanfaatkan kesempatan kewajiban sertifikasi halal 

melalui program sertifikasi halal gratis (SEHATI) yang diluncurkan pada 

tanggal 8 September 2021 dengan kuota yang diberikan sebanyak sepuluh juta 

produk UMK.
6
 Kemudian hadir regulasi terbaru tentang sertifikasi halal 

dengan terbitnya Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2021 pada 

tanggal 14 September 2021 tentang sertifikasi halal bagi pelaku Usaha Mikro 

dan kecil.   

Kehadiran beberapa regulasi yang mengatur proses sertifikasi halal pada 

pelaksanaannya berdampak pada polemik dikalangan pemangku kebijakan dan 

pelaku usaha, khususnya pada pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) yang 

belum memiliki kelengkapan dalam pengurusan sertifikasi halal.
7
 Keberadaan 

                                                             
6
 “Menag Launcing Program 10 Juta Produk Bersertifikat Halal,” Kementerian Agama 

RI, 15 Oktober 2023, https://kemenag.go.id/pers-rilis/menag-launching-program-10-juta-produk-

bersertifikat-halal-vy996c. 
7
 Ririn Tri Puspita Ningrum, “Problematika Kewajiban Sertifikasi Halal bagi Pelaku 

Usaha Mikro dan Kecil ( UMK ) di Kabupaten Madiun,” Istithmar: Jurnal Studi Ekonomi Syariah 

6, No. 1 (2022): 43–58. 



 

 

5 
 

pelaku UMK menjadi penting dalam perekonomian masyarakat Indonesia, 

disebabkan ketika terjadi pandemi Covid-19 dapat bertahan dari pada sektor 

lain, sehingga mendapat perhatian khusus dari pemerintah melalui program 

SEHATI. 

Kegiatan pendampingan sertifikasi halal gratis melibatkan tiga lembaga 

sekaligus, yakni BPJPH sebagai pusat regulator, LP3H sebagai pendampingan 

dan auditor proses produk halal serta komite MUI sebagai penetapan fatwa 

halal. Dalam proses pendampingan, LP3H memiliki peran yang sangat penting 

untuk  bersinergi dengan Komite Fatwa MUI dalam penetapan kehalalan 

produk, sehingga proses penerbitan sertifikat halal dapat lebih cepat dilakukan 

selama sesuai dengan prosedur yang berlaku. Kemudian verifikasi Proses 

Produk Halal atau PPH  dilakukan oleh BPJPH dan dilakukan penerbitan 

sertifikasi halal beserta label halal.  

Pendampingan Sertifikasi halal dilakukan untuk mendukung dan 

memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada pelaku UMK yang 

mengikuti program sertifikasi halal gratis (SEHATI)
8
 dan berdampak kepada 

penyelenggaraan Sertifikasi halal terkait mekanisme dan standar yang harus 

dipenuhi untuk produk yang diajukan melalui sistem self declaration.  

Pendampingan sertifikasi halal menunjukkan banyak peningkatan, hal ini 

ini dibuktikan kesadaran pelaku UMK untuk mengikuti sertifikasi halal 

produk.
9
 Namun terdapat permasalahan yang ditimbulkan ketika 

                                                             
8
 Aep Saefullah et al., “Pendampingan pelaku UMK dalam program Sertifikat Halal 

Gratis ( SEHATI ) tahun 2022,” Jurnal Masyarakat Berdaya dan Inovasi 4, No. 1 (2023): 16–27. 
9
 Irdha Mirdhayati et al., “Sosialisasi Peranan Sertifikat Halal bagi Masyarakat Kelurahan 

Kampung Baru, Kecamatan Senapelan, Kota Pekanbaru,” Seminar Nasional Pemberdayaan 
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pendampingan sertifikasi halal yang berdampak kepada minimnya kesadaran 

beberapa masyarakat untuk melakukan sertifikasi halal yang disebabkan tidak 

ada sosialisasi dan pemahaman tentang mekanisme pengajuan sertifikasi 

halal.
10

 

Pendampingan sertifikasi halal gratis dilakukan oleh organisasi 

masyarakat berbasis keislaman, lembaga keagamaan keislaman dan kampus 

atau perguruan tinggi.
11

 Salah satu bentuk pendampingan sertifikasi halal gratis 

dilakukan oleh Halal Center UIN Sunan Kalijaga sebagai salah satu lembaga 

pendamping pertama di Indonesia yang melalui Perguruan Tinggi Negeri 

(PTN) dan menjadi percontohan dalam pengajuan pendirian lembaga 

pendamping. Sehingga Halal Center UIN Sunan kalijaga Menjadi pioner dalam 

pendirian lembaga pendamping di Indonesia untuk mendukung halal 

mandatory melalui hadirnya pusat studi kajian halal diperguruan tinggi.
12

 

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut peneliti ingin 

melakukan penelitian tentang pendampingan sertifikasi halal gratis dengan 

studi pada Halal Center UIN Sunan Kalijaga dalam implementasi halal 

mandatory. 

 

                                                                                                                                                                       
Masyarakat, Pekanbaru (Pekanbaru: Unri Cenference Series: Community Engagement, 2020), 

11–19. 
10

 Elif Pardiansyah, Muhammad Abduh, dan Najmudin, “Sosialisasi dan Pendampingan 

Sertifikasi Halal Gratis ( Sehati ) Dengan Skema Self-Declare Bagi Pelaku Usaha Mikro di Desa 

Domas,” Jurnal Pengabdian dan Pengembangan Masyarakat Indonesia 1, No. 2 (2022): 101–10. 
11

 Kementerian Agama RI, “Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2021 tentang 

Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil”. 
12

 Imelda Fajriah, Wawancara dengan Kepala Halal Center UIN Sunan Kalijaga, 2 

November 2023. 
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B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana kebijakan Halal Center UIN Sunan Kalijaga melakukan 

Pendampingan SEHATI? 

2. Bagaimana Halal Center UIN Sunan Kalijaga melakukan pembinaan, 

pendampingan, dan pengawasan kepada pendamping PPH dalam Kebijakan 

pendampingan program SEHATI?  

3. Bagaimana Kontribusi Halal Center UIN Sunan Kalijaga dalam 

melaksanakan implementasi Halal mandatory di Indonesia? 

 

C. Tujuan dan Signifikasi Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini berdasarkan rumusan masalah diatas yaitu: 

1. Untuk menjawab dan menjelaskan kebijakan Halal Center UIN Sunan  

Kalijaga melakukan Pendampingan SEHATI. 

2. Untuk menjawab dan menjelaskan peran Halal Center UIN Sunan Kalijaga 

terkait pembinaan, pendampingan, dan pengawasan kepada pendamping 

PPH dalam kebijakan pendampingan program SEHATI. 

3. Untuk menjawab dan menjelaskan bagaimana  kontribusi Halal Center UIN 

Sunan Kalijaga dalam melaksanakan implementasi Halal mandatory di 

Indonesia. 

Signifikasi untuk penelitian ini yaitu: 

1. Kebijakan Halal Center UIN Sunan Kalijaga melakukan pendampingan 

SEHATI. 
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2. Peran Halal Center UIN Sunan Kalijaga dengan melakukan Pembinaan, 

Pendampingan, dan Pengawasan kepada pendamping PPH dalam kebijakan 

pendampingan program SEHATI. 

3. Kontribusi Halal Center UIN Sunan Kalijaga dalam melaksanakan 

implementasi Halal mandatory di Indonesia. 

 

D. Kajian Pustaka  

Berikut beberapa karya tulis penelitian sebelumnya yang berkaitan 

dengan topik yang akan diteliti yakni: 

1. Proses Produk Halal 

Artikel karya Muhammad Fahrurrozi dkk dengan judul 

“Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil (UMK) Melalui Program 

Pendampingan Proses Produk Halal (PPH) di Desa Sedau Kecamatan 

Narmada kabupaten Lombok Barat” yang meneliti tentang permasalahan 

mengenai proses produk halal (PPH), metode yang digunakan adalah 

diskusi kelompok dan hasil penelitian adanya sosialisasi yang dilakukan 

dapat meningkatkan kesadaran masyarakat khususnya pelaku usaha mikro 

dan kecil untuk mendaftarkan produknya.
 13

 

Kemudian juga penelitian yang dilakukan oleh Aksamawati dan 

Mutho’am yang berjudul “Auditor Halal Internal: Upaya Alternatif Pelaku 

Usaha Dalam Menjamin Produk Halal Di Indonesia,” meneliti tentang 

                                                             
13

 Muhammad Fahrurrozi Dkk, “pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil (UMK) Melalui 

Program Pendampingan Proses Produk Halal (PPH) di Desa Sedau Kecamatan Narmada 

kabupaten Lombok Barat,” Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat 2. No, 1 (2022): 26–33. 
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kewenangan auditor halal internal dalam menjaga kehalalan produksinya, 

metode yang digunakan dengan melakukan telaah pustaka dan hasil 

penelitian adalah fungsi dan peran auditor halal internal dapat menjaga 

kesinambungan JPH pada proses produksi atau menjaga kepatuhan syariah 

selama masa berlaku sertifikasi halal empat tahun.
 14

 

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Arfah Sahabudin dkk 

tentang “Kesenjangan Digital pada Peserta Pelatihan Online Pendamping 

Produk Halal,” yang meneliti tentang pemaparan kesenjangan digital dalam 

proses produk halal yang diselenggarakan oleh LPH Universitas Pramita 

Indonesia, metode penelitian yang digunakan deskriptip kualitatif dan hasil 

penelitian adalah first digital divide tertinggi terjadi pada ketersediaan 

fasilitas mengakses internet yang memadai, sedangkan second digital divide 

tertinggi terjadi pada keterampilan dan pengalaman menggunakan teknologi 

digital oleh peserta pelatihan.
 15

 

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Mohammad Iqbal Irfany, 

Yuniar Khairunnisa, Marco Tieman, yang berjudul tentang “Factor 

Influencing Muslim Generation Z Consumers’ Purchase Intention of 

Environmentally Friendly Halal Cosmetic Products,” yang meneliti tentang 

pengaruh generasi Z muslim dalam membeli kosmetik halal, metode 

penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan menyebarkan kuesioner 

                                                             
14

 Aksamawati & Mutho’am, “Auditor Halal Internal: Upaya Alternatif Pelaku Usaha 

dalam Menjamin Produk Halal di Indonesia,” Syariati: Jurnal Studi Al-Quar’an dan Hukum 6. No. 

1 (2020): 73–88. 
15

 Arfah Sahabudin Dkk, “Kesenjangan Digital pada Peserta Pelatihan Online 

Pendamping Produk Halal,” Jurnal Jutiti: Jurnal Teknik Informatika dan Teknologi Informasi,” 

Jutiti: Jurnal Teknik Informatika dan Teknologi Informasi 2. No. 2 (2022): 105–114. 
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dan teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling dan hasil 

penelitian adalah dari sembilan hipotesis yang diujikan, hanya tujuh yang 

terkonfirmasi, termasuk pengaruh label halal pada kesadaran halal-hijau, 

label ramah lingkungan pada kesadaran halal-hijau dan kesadaran halal-

hijau yang mempengaruhi sikap dan niat membeli kosmetik halal ramah 

lingkungan dengan memahami perilaku konsumen, khususnya generasi Z.
16

 

Berdasarkan ketiga penelitian tersebut terdapat beberapa perbedaan 

dengan penelitian ini, peneliti berfokus pada pendampingan sertifikasi halal 

gratis dengan studi pada Halal Center UIN Sunan Kalijaga dalam 

implementasi halal mandatory. 

2. Pelatihan Pendampingan Proses Produk Halal 

Penelitian yang dilakukan oleh Rimayanti dkk yang berjudul 

“Pelatihan Pendamping Proses Produk Halal (PPH) Secara Online oleh 

Halal Center Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasing,” meneliti 

tentang kegiatan pelatihan pendampingan PPH bagi dosen, mahasiswa, dan 

tenaga Kependidikan dan masyarakat umum, metode yang digunakan adalah 

model pelatihan online dan hasil penelitian adalah kegiatan pelatihan 

pendampingan proses produk halal (PPH) batch 1 dan 2 yang dilaksanakan 

secara online oleh halal Center UIN Antasari Banjarmasin telah mampu 

menghasilkan 228 orang pendamping yang tersebar diseluruh Indonesia 

                                                             
16

 Mohammad Iqbal Irfany, Yuniar Khairunnisa, & Marco Tieman, “Factor Influencing 

Muslim Generation Z Consumers’ Purchase Intention of Environmentally Friendly Halal Cosmetic 

Products,” Journal of Islamic Marketing: Emeral Publishing Limited, n.d., 1759–1833. 
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yang secara keseluruhan pencapaian kegiatan ini telah terlaksana 100% dan 

tingkat kelulusan peserta 80%.
17

  

Perbedaan  penelitian tersebut dengan yang dikaji peneliti adalah 

pendampingan sertifikasi halal gratis (SEHATI) yang dilaksanakan oleh 

Halal Center UIN Sunan Kalijaga dalam mendukung implementasi halal 

mandatory. 

3. Sertifikasi Halal 

Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Havid Jakiyudin dan Alfarid 

Fedro tentang “Sehati: Peluang dan Tantangan Pemberian Sertifikasi Halal 

Gratis Bagi Pelaku UMK di Indonesia,” yang meneliti tentang peluang 

penerapan program Sehati, metode penelitian yang digunakan adalah 

deskriptif kualitatif dengan pendekatan normative dan hasil penelitian 

adalah  menunjukkan program sehati tidak ditujukan bagi seluruh UMK di 

Indonesia, program sehati memiliki peluang untuk menjadikan produk 

Indonesia menjadi competitive advantages dengan besaran anggaram yang 

dibutuhkan pemerintah dan memunculkan adanya keraguan kehalalal 

produk untuk menjadi sebuah tantangan.
18

 

Penelitian selanjutnya oleh Norliza Katuk dkk, yang berjudul “Halal 

Certification for Tourism Marketing; the Attributes and Attitudes of food 

                                                             
17

 Anwar Hafidzi Rimayanti, Ardian Trio Wicaksono, & Khairunnisa, “Pelatihan 

Pendamping Proses Produk Halal ( PPH ) Secara Online Oleh Halal Center Universitas Islam 

Negeri Antasari Banjarmasin,” Darmabakti: Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat 

01 (2023): 70–80. 
18

 Ahmad Havid Jakiyudin & Alfarid Fedro, “Sehati: Peluang dan Tantangan Pemberian 

Sertifikasi Halal Gratis Bagi Pelaku UMK di Indonesia,” Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum 

Ekonomi Syariah 7, No. 2 (2022): 182, https://doi.org/10.24235/jm.v7i2.10666, 182. 
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operators in Indonesia” yang meneliti tentang pengaruh sertifikasi halal 

bagi pariwisata di Indonesia, metode yang digunakan adalah melakukan 

survei dan wawancara secara terstrulktur terhadap 298 pelaku usaha 

makanan di Bandung dan hasil penelitian adalah pelaku usaha makanan 

yang memiliki sertifikasi halal dapat diidentifikasi dengan jumlah cabang 

usaha yang dimiliki, pengetahuan tentang pariwisata halal, dan segmentasi 

pasar. Kemudian dalam penelitian ini ditemukan sasaran segmentasi pasar 

sangat berpengaruh dengan sertifikasi halal.
19

 

Penelitian oleh Faira Aisya, yang berjudul “Politik Hukum Kewajiban 

Sertifikasi Halal produk di Indonesia” hal yang dikaji tentang pengaturan 

sertifikasi halal di Indonesia dan proses pembentukan hukum berdasarkan 

teori politik hukum Mahfud MD, teori pembentukan peraturan perundang-

undangan serta teori Maslahah, metode yang digunakan adalah yuridis 

normatif dengan melakukan pendekatan perundang-undangan dan 

pendekatan konseptual. Hasil penelitian adalah pengaturan sertifikasi halal 

di Indonesia berubah yang pada mulanya bersifat parsial dan kemudian 

dibuat secara khusus setelah adanya Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 

tentang Jaminan Produk Halal.
20

 

Perbedaan yang dikaji oleh peneliti adalah pendampingan sertifikasi 

halal gratis (SEHATI) pada Halal Center UIN Sunan Kalijaga dalam 

implementasi Halal mandatory. 

                                                             
19

 Norliza Katuk Dkk, “Halal Certification for Tourism Marketing; the Attributes and 

Attitudes of food operators in Indonesia,” Journal of Islamic Marketing: Emerald Publishing 

Limited 12. No. 5 (2021): 1043–1062. 
20

 Faira Aisyah, Tesis, “Politik Hukum Kewajiban Sertifikasi Halal Produk di Indonesia” 

(UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2022), ii. 
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4. Halal mandatory 

Penelitian disertasi yang dilakukan oleh Zulpa Makiah tentang 

Jaminan produk Halal di Indonesia, Dinamika Kebijakan Negara, 

Implementasi dan Respon Masyarakat, penelitian ini membahas tentang 

kehadiran UU JPH dalam merespon permasalahan sertifikasi halal, 

memandang kesadaran dan kepatuhan masyarakat, melihat dinamika respon 

negara, implementasi dan penerapan UU JPH dan Cipta kerja klaster halal 

di Indonesia, melihat respon masyarakat adanya JPH terkait permasalahan 

sertifikasi halal, dan kesadaran masyarakat dan kepatuhan masyarakat 

terkait permasalahan tersebut, metode penelitian adalah yuridis normatif 

dengan pendekatan perundangan-undang, sejarah, dan perbandingan antaran 

UU. Hasil penelitian ini adalah berbagai kebijakan  dalam regulasi ini 

dilatarbelakangi pada beragam permasalahan baik di bidang sosial, 

ekonomi, dan politik. Kehadiran UU JPH dan UU CK Klaster Halal 

membawa pada perubahan baik pada kelembagaan, prosedur, dan 

mekanisme serta mandatory sertifikasi halal untuk seluruh produk.
21

 

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Michelle Limenta Dkk, 

yang berjudul Disabling Labeling: The WTO Consistency of the Indonesian 

Mandatory Halal Labeling Law, hasil penelitiana adalah standar 

internasional dalam sertifikasi halal memberikan lingkungan yang bersifat 

konsisten dan menjamin pelaku usaha di seluruh dunia sebagai fasilitas 

perdagangan. Hadirnya gerakan-gerakan penyatuan standar oleh OKI dan 

                                                             
21

 Zulpa Makiah, Disertasi, “Jaminan Produk Halal di Indonesia, Dinamika Kebijakan 

Negara, Implementasi dan Respon Masyarakat” (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2022) xiii. 
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negara mayoritas beragama Islam di seluruh dunia adalah sebuah cita-cita 

yang sangat diapresiasi dengan baik. Indonesia sebagai salah satu negara 

yang memiliki populasi penduduk muslim terbesar di dunia berupaya 

mengkapampanyekan standar ini dengan proses harmonisasi standar halal 

dunia.
22

 

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Aziz, Abdul Ghofur, & 

Niswatin Nurul Hidayati, yang berjudul Regulation on the Implementation 

of Halal Product Assurance in Indonesia: Statute Approaches Study, 

penelitian ini membahas tentang kebijakan regulasi penyelenggaraan 

jaminan produk halal di Indonesia perspektif pendekatan peraturan 

perundang-undangan dan isu krusial yang mencakup hal tersebut. Metode 

penelitian yang digunakan adalah Yuridis normatif yang meliputi 

inventarisasi hukum positif, penelitian asas-asas hukum, penelitian hukum 

in concreto, penelitian sistematika hukum, penelitian sejarah huku, dan 

penelitian hukum perbandingan. Hasil penelitian adalah terdapat beberapa 

isu dan topik krusia berkaitan dengan penerapan jaminan produk halal di 

Indonesia, yakni sertifikasi halal, wajib atau sukarela dalam pengajuan 

sertifikasi halal, ketentuan pidana, dan lembaga pengelola jaminan produk 

halal.
23

 

                                                             
22

 Michelle Limenta, Bayan Edis, & Oscar Fernando, “Disabling Labeling: The WTO 

Consistency of the Indonesia Mandatory Halal Labeling Law,” Society of International Economic 

Law 2016/08 (2016). 
23

 Muhammad Aziz, Abdul Ghofur, & Niswatin Nurul Hidayati, “Regulation on the 

Implementation of Halal Product Assurance in Indonesia: Statute Approaches Study,” Ulul Albab: 

Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam 4, No. 2 (2021): 209. 
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Berdasarkan hasil kajian pustaka tersebut, peneliti melakukan 

penelitian terkait pendampingan sertifikasi halal gratis (SEHATI) oleh Halal 

Center UIN Sunan Kalijaga dalam implementasi halal mandatory di 

Indonesia. 

 

E. Kerangka Teoritis 

Untuk menjawab rumusan masalah yang akan diteliti pada penelitian ini 

menggunakan salah satu teori sebagai analisis untuk mengkaji dan memberikan 

argumentasi berkaitan dengan peran Halal Center UIN Sunan Kalijaga dalam 

implementasi halal mandatory di Indonesia dengan melaksanakan kebijakan 

pendampingan Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI). 

1. Konsep Kebijakan Publik 

Kebijakan publik menurut Thomas Dye (1981) adalah pilihan-pilihan 

pemerintah untuk melaksanakan atau tidak melaksanakan.
24

 Kebijakan 

publik merupakan sebuah keputusan politik yang diatur oleh lembaga 

negara.
25

 Sehingga lembaga negara dapat mengeluarkan sebuah kebijakan 

yang didanai oleh uang public diperoleh dari pungutan kolektif berupa 

retribusi, pajak, dan sumber negara lainnya. 

Kebijakan publik secara genetik terdapat empat bidang jenis adalah 

kebijakan formal, kebijakan konvensi, pernyataan para pejabat publik, dan 

                                                             
24

 AG Subarsono, Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori, Dan Aplikasi (Yogyakarta: 

Pustaka Pelajar, 2008), 2. 
25

 Riant Nugroho, Metode Penelitian Kebijakan (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), 8. 
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perilaku para pejabat publik.
26

 Secara umum kebijakan secara formal adalah 

sebuah legitimasi yang sudah dikodifikasi dengan tertulis serta dilegalkan 

secara administratif untuk dapat diterapkan bagi kepentingan umum. Produk 

kebijakan yang bersifat formal dapat dikatagorikan dalam tiga bagian, 

yakni; pertama, perundang-undangan adalah bentuk kebijakan sebagai 

usaha-usaha dalam proses pembangunan nasional yang berkaitan dengan 

sistem negara, kondisi masyarakat, serta rakyat. Perundang-undangan 

memiliki kaitan erat dengan pembangunan yang memiliki sifat untuk 

menggerakkan, dapat bersifat dinamis, antisipatif, dan mampu memberikan 

Solusi bagi kepentingan umum.  

Kedua, hukum atau law sebagai bentuk aturan dengan memiliki sifat 

larangan serta membatasi dengan tujuan untuk menciptakan ketertiban 

umum. Hukum mencakup pidana, perdata, dan tata negara, serta hukum 

khusus yang didalamnya berisi tentang penindakan korupsi dan militer. 

Hukum selalu terkait dengan keputusan hukum yang terdiri dari bentuk 

keputusan mediasi atau dengan adanya kesepakatan pihak-pihak yang 

memiliki sengketa, keputusan pengadilan yang sudah ditetapkan oleh hakim 

melalui peradilan, dan keputusan judisial pada lembaga yang berkedudukan 

diatas lembaga pembuat keputusan contohnya Mahkamah Agung.  

Ketiga, regulasi berkaitan dengan pengalokasian aset dan kekuasaan 

negara pada pemerintah sebagai wakil lembaga negara kepada non-

pemerintah didalamnya terdapat lembaga usaha serta bersifat nirlaba. 

                                                             
26

 Ibid, 8. 

 



 

 

17 
 

Regulasi dapat bersifat universal apabila pemberian lisensi atau perizinan 

kepada suatu masyarakat dan pebisnis dalam menyelenggarakan 

pembangunan bagi masyarakat umum. Kemudian regulasi dapat bersifat 

khusus apabila berkaitan dengan isu strategis yakni; objek vital negara yang 

dikelola lembaga bisnis, infrastruktur publik yang bersifat publik atau 

inklusif dan dapat menimbulkan terjadinya monopoli, serta kehadirannya 

diperlukan pada sebuah monopoli yang bersifat alami. 

Menurut Budi Winarno tahapan dalam kebijakan publik terdiri dari 

lima variabel yakni:
27

 

a. Penyusunan Agenda 

Penyusunan Agenda merupakan penempatan pejabat publik sebagai 

agenda publik. sebelumnya permasalahan ini dapat berkompetisi terlebih 

dahulu agar dapat menjadi jalan masuk dalam agenda sebuah kebijakan. 

pada akhirnya, beberapa bentuk permasalahan yang masuk pada agenda 

kebijakan menjadi perumus kebijakan. Pada tahap ini sebuah 

permasalahan yang belum diselesaikan sama sekali, namun permasalahan 

lainnya yang sudah ditetapkan. 

b. Formulasi Kebijakan 

Masalah dalam kebijakan dibahas oleh pembuat kebijakan. 

Masalah tadi didefinisikan agar dicari pemecahan masalah terbaik. 

pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai macam alternatif atau 

pilihan sebuah kebijakan yang ada. seperti halnya dengan perjuangan 

                                                             
27

 Budi Winarno, Kebijakan Publik Teori & Proses (Yogyakarta: Med Press, 2007), 33. 
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suatu masalah agar untuk masuk kedalam sebuah agenda kebijakan, 

sehingga dalam tahap perumusan kebijakan masing-masing memiliki 

alternatif untuk bersaing untuk mendapatkan kebijakan yang dipilih 

sehingga pemecahan masalah dapat diambil sebagai kebijakan. Pada 

tahap ini masing-masing pemangku kebijakan dapat bermain untuk 

mengusulkan pencarian solusi terbaik dari permasalahan. 

c. Adopsi Kebijakan 

Adopsi kebijakan merupakan alternatif yang dapat ditawarkan bagi 

perumus kebijakan dan pada akhirnya menjadi salah satu alternatif 

sebuah kebijakan dapat dimodifikasi dengan dukungan dari mayoritas 

pimpinan, konsesus antara pimpinan lembaga atau keputusan peradilan. 

d. Implementasi Kebijakan 

Sebuah program kebijakan perlu diimplementasikan agar tidak 

hanya menjadi catatan-catatan pimpinan, oleh sebab itu keputusan-

keputusan suatu program kebijakan yang sudah diambil sebagai alternatif 

pemecahan masalah harus dapat dilaksanakan. pelaksanaannya dilakukan 

oleh divisi-divisi administrasi atau agen-agen pemerintah pada tingkat 

bawah. kebijakan yang sudah diambil dilaksanakan oleh unit-unit bagian 

administrasi yang dimobilisasi dengan sumber daya secara keuangan dan 

manusia.  

Pada tahap implementasi, berbagai kepentingan akan saling 

bersaing untuk menentukan berapa banyak implementasi kebijakan 
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mendapatkan dukungan oleh pelaksana kebijakan, namun beberapa 

kebijakan akan mungkin bertentangan dengan para pelaksana. 

e. Evaluasi Kebijakan 

Evaluasi kebijakan merupakan bentuk penilaian kebijakan dan 

dievaluasi untuk dapat melihat bagaimana capaian sebuah kebijakan yang 

direncanakan telah mampu dalam memecahkan sebuah permasalahan. 

Kebijakan publik pada umumnya dirancang untuk meraih akibat yang 

diinginkan seperti dalam melakukan pemecahan masalah yang dihadapi 

masyarakat. Maka perlu ditentukan tolak ukur atau kriteria yang menjadi 

pijakan dalam menilai sebuah kebijakan publik telah memberi dampak 

yang signifikan. 

2. Pemberdayaan Pendampingan Sertifikasi Halal 

Pemberdayaan tidak mengakibatkan kehilangan sebuah kekuasaan 

dari pelaksana kebijakan, melainkan hanya mengakibatkan perubahan-

perubahan dengan cara penggunaanya. Pemberdayaan menuntut pada luas 

cakupan peran kewenangan dan kekuasaan atau bertambahnya keluwesan 

tentang bagaimana perpan-peran itu dilaksanakan. pemberdayaan tidak 

berarti melepaskan sebuah tanggung jawab tentang apa yang terjadi dalam 

sebuah tim, divisi, departemen, dan organisasi. pemberdayaan adalah upaya 

dalam menemukan keseimbangan yang tepat antara struktur dan bentuk 

pengendalian pelaksana kebijakan yang fleksibel dan secara ketat. 

Maka dengan pemberdayaan yang dilakukan, pelaksana kebijakan 

tidak perlu takut kehilangan kewenangan atau kekuasaan. kehadiran 



 

 

20 
 

pemberdayaan dapat memberikan manfaat bagi pelaksana kebijakan untuk 

mampu dalam memberdayakan orang lain diwaktu yang tepat dan juga 

pemberdayaan dapat menjadi penggunaan wewenang pelaksana kebijakan 

secara efektif. 

Menurut Aileen Mitchell Stewart terdapat 8 aspek butir pemberdayaan 

yakni:
28

 

a. Mengembangkan Visi Bersama 

Pelaksana kebijakan perlu melakukan pekerjaan untuk 

mengembangkan visi bersama yang jelas tentang apa yang perlu dicapai 

dalam kebijakan. oleh sebab itu, pelaksana kebijakan yang sudah 

bersepakat mengenai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran secara spesifik 

untuk individu atau kelompok dan menetapkan batas-batas yang jelas 

terkait kekuasaan dapat diahlihkan. ketika pelaksana kebijakan 

mengetahui apa yang ingin mereka capai, maka kemungkinan dapat 

memadukan usaha dan pemanfaatan sumber daya secara jauh lebih 

efektif dan lebih bersahabat. pengembangan untuk mewujudkan visi 

bersama secara jelas dapat mengurangi perselisihan dan pertentangan 

antar pemangku kebijakan, sehingga dapat menekankan pengembangan 

kebijakan dengan efektif serta dapat menekan masalah-masalah yang 

sebagian besar dapat dihindarkan.   

 

 

                                                             
28

 Aileen Mitchell Stewart, Empowering People Pemberdayaan Sumber Daya Manusia 
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b. Mendidik 

Pendidikan bertujuan untuk mengusahakan agar perilaku 

pengambil keputusan dapat terkontrol dalam melaksanakan kebijakan 

berdasarkan analisis yang cocok dan efektif berdasarkan konteksnya. 

Yaitu dengan memastikan dan mengetahui perilaku mereka dengan 

adanya seperangkat aturan atau prinsip serta alasan yang menjadi 

tumpuannya.  

Pendidikan berkaitan dengan kecakapan-kecakapan secara khusus 

sangat diperlukan. tetapi dalam pemberdayaan secara umum menuntut 

pelaksana kebijakan untuk dapat mengambil keputusan dengan mandiri 

yang dapat dimungkinkan secara beranekaragam tergantung pada situasi 

dan kondisi. penanaman visi untuk keberhasilan dalam mengerti 

mengapa pendidikan itu penting dan apa bentuk sasarannya. sehingga 

dengan demikian para pelaksana kebijakam dapat mampu membuat 

keputusan-keputusan dengan baik dan pengambilan kebijakan terhadap 

risiko yang dihadapi dapat diperhitungkan. 

c. Menyingkirkan Rintangan-Rintangan 

Pelaksana kebijakan yang melakukan pemberdayaan perlu 

mengusahakan untuk menghilangkan segala rintangan yang 

menyertainya. Pertama, perlu memastikan bahwa segala sistem dan 

prosedur sudah sejalan dengan tujuan-tujuan kebijakan tersebut 

dijalankan sebagai bentuk capaian dalam pelaksanaan kebijakan. 

penyingkiran segala bentuk ketetapan dan peraturan yang tidak 
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dibutuhkan dan menghalangi kebijakan dijalankan. Maka segala bentuk 

halangan dan rintangan dapat dijauhkan dari pelaksanaan sebuah 

kebijakan. 

d. Mengungkapkan 

Pemberdayaan yang berhasil sangat bergantung pada kurangnya 

jarak sosial antara pemangku kebijakan dan pelaksana kebijakan. hal 

tersebut menjadi implikasi dan konsekuensi yang sangat penting dalam 

memberdayakan pekerjaan tidak hanya mendelegasikannya kepada orang 

lain. Sebagai pelaksana kebijakan, ditutunt untuk dapat melepaskan peran 

dan kekuasaan secara sekaligus. Sebagai salah satu konsekuensi yang 

dilepaskan peran dan kekuasaan tersebut adalah segala bentuk keputusan 

dan tindakan pelaksana kebijakan harus terbuka dengan seluruh staf atau 

divisi, sebagaimana keputusan dan mereka yang harus terbuka dengan 

pelaksana kebijakan. 

bersikap terbuka dalam proses pemberdayaan tidak akan selalu 

berjalan mulus dan seluruh stakeholder yang terlibat dalam pengambil 

keputusan harus mengetahui kondisi tersebut. Adapun jika tidak 

mengetahui, maka akan mengakibatkan kemunduran yang bisa terjadi 

pada awal proses dan tampak sebagai sebuah permasalahan besar yang 

memiliki ancaman bagi seluruh perusahaan.  

e. Menyemangati 

Pemberdayaan harus dapat menciptakan semangat dan kegairahan 

akan program-program yang diberdayakan. Jika dalam pemberdayaan 
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masih dilakukan secara setengah-setengah dan tidak ada semangat, maka 

implementasi kebijakan tidak dapat dilakukan secara maksimal. 

Pemberdayaan dapat mendatangkan kegembiraan dan memberikan 

manfaat-manfaat yang sangat besar untuk setiap individu dan organisasi.  

Agar dapat memberikan semangat dalam pemberdayaan, maka 

pemangku kebijakan harus lebih giat dalam membantu pelaksana 

kebijakan yang sedang berkembang dari pada melakukan pengendalian 

secara efektif. pemangku kebijakan harus lebih senang untuk 

menyaksikan mereka untuk mencapai hasil yang lebih baik karena dapat 

bekerja secara mandiri, dibandingkan bekerja karena diarahkan dan 

dikendalikan.  

Pelaksana kebijakan perlu diberikan semangat tentang manfaat-

manfaat dalam pemberdayaan. Mereka harus dapat melihat bahwa 

pemangku kebijakan memiliki rasa senang dengan gagasan 

pemberdayaan sehingga kita dapat meluangkan waktu dan tenaga agar 

pemberdayaan dapat berjalan. 

f. Memperlengkapi 

Pemberdayaan itu walaupun melakukan pelimpahan kekuasaan, 

pemangku kebijakan yang memberdayan tetap melaksanakan tanggung 

jawab agar para pelaksana kebijakan memiliki segala hal yang mereka 

butuhkan dan keadaan lingkungan yang memadai dalam menjamin 

keberhasilan. Pemangku kebijakan dalam melakukan pemberdayaan 

perlu memastikan bahwa kekuasaan atau wewenang atas kebijakan dapat 
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dilimpahkan. Sebagai cara yang efektif dalam pemberdayaan untuk 

pelaksana kebijakan adalah dengan membiarkan mereka dalam mengatur 

anggaran secara mandiri. Namun jika pemangku kebijakan tidak siap 

untuk menyerahkan sumber-sumber dan tanggung jawab secara finansial 

yang melekat pada sebuah pekerjaan dan peran tertentu, maka 

pemberdayaan tidak dapat dilakukan. 

g. Menilai 

Jika pada proses pemberdayaan sudah berjalan dari yang 

direncanakan, maka perlu melakukan penilaian atau pengawasan untuk 

mengetahui perkembangan dan hasilnya. Pemberdayaan pada dasarnya 

bagian dari proses dan bukan peristiwa, sehingga penilaian dan 

pengawasan harus terus dilaksanakan secara realtime dan menjadi ciri 

pelaksana kebijakan untuk tahap selanjutnya. ketika melakukan penilaian 

hendaknya perlu mempertimbangkan aspek sasaran-sasaran dan standar-

standar yang sudah ditetapkan, dipenuhi, dan dicermati. 

Kemudian pemangku kebijakan perlu melakukan penilaian 

seberapa efektif sasaran-sasaran dan standar yang telah tercapai secara 

keseluruhan untuk tujuan kebijakan diterapkan. Kecakapan pemangku 

kebijakan perlu dinilai atau dievaluasi juga. Jika pemangku kebijakan 

wserius dalam melakukakan pemberdayaan, maka keterlibatan pelaksana 

kebijakan sangat penting dalam proses ini. Ide yang muncul dari 

pelaksana kebijakan dalam menilaia prestasi pemangku kebijakan tidak 

bersifat baru, walaupun belum tersebar secara luas. 
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h. Mengharapkan 

Ketika pelaksana kebijakan dalam melakukan pemberdayaan telah 

sadar akan kemungkinan kesulitan  dan kesalahan yang terjadi. Maka 

program pemberdayaan yang sudah direncanakan dan dikelola dengan 

baik akan tetap saja memiliki kekurangan dan kelemahannya. Oleh 

karena itu, pelaksana kebijakan perlu mengharapkan atau memantau 

timbulnya permasalahan dan bahkan membuat rencana untuk 

menghadapinya agar tidak dikacaukan juka permasalahan benar-benat 

terjadi.  

Jenis permasalahan yang dapat mungkin terjadi tergantung pada 

organisasi dan situasi lingkungan didalamnya. Oleh sebab itu, pemangku 

kebijakan perlu berpikir secara jernih dan serius untuk menemukan 

dimana dan kenapa masalah-masalah semacam ini dapat terjadi dalam 

pelaksanaan kebijakan dan lingkungan kerja.  

Sertifikasi halal gratis atau SEHATI adalah program pemerintah 

dalam pemberian sertifikasi halal tanpa membebankan biaya untuk pelaku 

UMK dengan persayaratan yang sudah terpenuhi, melalui mekanisme self 

declare pada proses verifikasi dan validasi pernyataan kehalalan pelaku 

usaha dari pendamping PPH. 

Mekanisme Kebijakan sertifikasi halal gratis telah di atur dalam UU 

No. 33 Tahun 2014, PP No. 31 Tahun 2019, PP No. 39 Tahun 2021, KMA 

No. 982 Tahun 2019, PMA No. 20 Tahun 2021, Kepkaban No. 77 Tahun 

2021, Kepkaban No. 33 Tahun 2022, Kepkaban No. 135 Tahun 2022, dan 
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Kepkaban No. 22 Tahun 2023. Sertifikasi halal gratis menjadi program 

pemerintah untuk memberikan memudahkan pelaku UMK berdasarkan 

skema self declare dalam bentuk pembebeasan biaya dan ditanggung oleh 

pemerintah dengan anggaran sejumlah RP300.000, (tiga ratus ribu rupiah) 

yang berasal dari APBN, APBD, hibah, kemitraan, dan sumber dana lain 

yang diperoleh secara sah dan tidak terikat.
29

 

Program SEHATI telah diselenggaran sebanyak tiga tahap. Tahap 

pertama berlangsung sejak pertengahan tahun 2021 sampai 11 Juli 2022 

dengan kuota 25.000, tahap kedua berlangsung sejak tanggal 24 Agustus 

sampai 19 September 2022 dengan kuota 324.834, dan tahap ketiga 

berlangsung 2 Januari 2023 sampai sekarang dengan kuota satu juta 

sertifikat halal.
30

 

 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 mengatur pelaksanaan 

JPH pada produk barang atau jasa yang berkaitan dengan minuman, 

makanan, kosmetik, obat, produk biologi, produk kimia, rekayasa genetik, 

barang gunaan yang dipakai atau dimanfaatkan oleh masyarakat. Kebijakan 

pendampingan PPH katagori self declare adalah program sertifikasi halal 

gratis yang dilakukan Halal Center UIN Sunan Kalijaga berdasarkan 

Kepkaban No. 22 Tahun 2023 tentang perubahan petunjuk teknis 

Pendamping PPH bagi pelaku usaha UMK berdasarkan penyataan pelaku 

usaha. Layanan katagori self declare adalah bagian dari program sertifikasi 
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halal gratis yang disediakan oleh pemerintah untuk pelaku UMK, Sehingga 

perlu ikrar dan akad halal serta syarat lainnya yang diverifikasi oleh 

pendamping PPH dari LP3H. 

 

F. Metode Penelitian 

1. Pendekatan dan Langkah-langkah Penelitian 

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yakni pendekatan metode 

naturalistik dengan memandang realitas sosial sebagai sesuatu yang holistik, 

dinamis, kompleks, penuh makna, dan memiliki hubungan gejala bersifat 

interaktif dan penelitian dilakukan pada obyek alamiah.
31

 Penggunaan 

metode kualitatif pada penelitian ini disebabkan karena terdapat data yang 

dikumpulkan berupa penjelasan dan persepsi dari obyek penelitian. 

Sehingga penelitian ini memiliki tujuan untuk memahami fakta-fakta obyek 

penelitian yang berkembang secara apa adanya, tidak dilakukan secara 

manipulatif oleh peneliti dan kehadiran peneliti tidak berpengaruh pada 

dinamika penelitian tersebut. 

Berdasarkan sifatnya, penelitian ini bersifat grounded theory, dimana 

peneliti melakukan penarikan generalisasi yang diteliti, teori yang abstrak 

tentang proses, dan tindakan atau interaksi yang dilakukan berdasarkan 

sudut pandang dari partisipasi yang diteliti.
32

 Alasan peneliti memilih 

penelitian grounded theory adalah untuk melakukan generalisasi terkait 
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kejadian atau fenomena yang diamati selama pendampingan sertifikasi halal 

gratis di Halal Center UIN Sunan Kalijaga dalam mewujudkan halal 

Mandatory. Sehingga peneliti melakukan penelitian secara langsung 

mengenai proses pendampingan sertifikasi halal gratis. 

2. Sumber Data 

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh dari subyek 

penelitian. Melakukan wawancara bersama auditor halal LP3H Halal Center 

UIN Sunan kalijaga dan pendamping PPH. Sumber data sekunder 

merupakan sumber yang diperoleh dari internet, buku-buku, artikel, dan 

sumber-sumber pustaka yang relevan dengan objek pembahasan. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

a. Observasi  

Observasi adalah sebuah cara yang dilaksanakan untuk melakukan 

pengumpulan data dengan pengamatan dan mencatat segala hal yang 

terkait dengan gejala-gejala yang diteliti secara terstruktur.
33

 Tujuan 

peneliti adalah melakukan pengamatan langsung ke Kantor LP3H Halal 

Center UIN Sunan Kalijaga dan pendampingan SEHATI bagi pelaku 

UMK. 

b. Wawancara 

Jenis wawancara yang dilaksanakan peneliti adalah melakukan 

wawancara dengan mendalam (in-depth interview). Wawancara 

mendalam adalah proses mencari informasi dengan tanya jawab dan 
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melakukan tatap muka antara penulis dan narasumber dengan 

memberikan keterangan-keterangan pertanyaan yang sama pada proses 

wawancara. Wawancara ini dilakukan untuk memperoleh data atas 

permasalahan yang relevan untuk dibahas. Narasumber yang 

diwawancarai adalah auditor Halal Center UIN Sunan Kalijaga dan 

pendamping PPH Halal Center UIN Sunan Kalijaga. 

4. Teknik Analisis Data 

Analisis data adalah cara untuk mengolah data menjadi informasi 

sehingga karakteristik data tersebut dapat dipahami dan bermanfaat untuk 

solusi permasalahan, terutama yang berkaitan dengan penelitian. Dalam 

penelitian ini, analisis data yang digunakan adalah Miles dan Huberman 

(1984) dengan pendekatan interactive model, terdiri dari tiga langkah dalam 

analisis data, yakni: 

a. Reduksi Data 

Reduksi data adalah proses berfikir secara sensitif yang 

membutuhkan kecerdasan dan kedalaman serta keluasan pemikiran yang 

tinggi.
34

 Reduksi data adalah bagian dari proses analisis yang 

memberikan pilihan-pilihan bagi peneliti untuk memilah potongan-

potongan data dengan diberi kode, ditarik keluar, dan merangkum pola-

pola sejumlah potongan yang dipilih secara analitis.
35

 Reduksi data hanya 

dilakukan apabila data yang disajikan tidak berkaitan dengan 
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pendampingan Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) di Halal Center UIN 

Sunan Kalijaga. 

b. Penyajian Data (data display) 

Setelah dilakukan reduksi data, maka Langkah-langkah selanjutnya 

adalah melakukan display data. Penyajian data dapat dilakukan dalam 

bentuk tabel, grafik, pictogram, phie chard, dan sejenisnya.
36

 Data 

display dilakukan berkaitan dengan kebijakan pendampingan sertifikasi 

halal gratis di UIN Sunan Kalijaga. 

c. Penarikan Kesimpulan  

Langkah terakhir adalah melakukan penarikan kesimpulan. 

Kesimpulan dalam penelitian ini membahas tentang kebijakan 

pendampingan sertifikasi halal gratis di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 

dalam implementasi halal mandatory di Indonesia. 

 

G. Sistematika Pembahasan 

Agar penelitian ini berjalan dengan terstruktur dan dapat berfokus pada 

tujuan penelitian, maka peneliti menyajikan sistematika tentang pembahasan 

sebagai gambaran umum dalam penulisan tesis. Adapun sistematika dalam 

pembahasan yang dimaksud yakni: 

Bab I Pendahuluan, meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan. 
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Secara umum pada bagian ini menguraikan kerangka penelitian yang akan 

dilakukan. 

Bab II merupakan bagian uraian kondisi tempat penelitian di Halal 

Center UIN Sunan Kalijaga dan uraian tentang sertifikasi halal gratis 

Bab III adalah bagian isi, membahas tentang Sistem Kebijakan yang 

berisi pelaksanaan pendampingan SEHATI, bentuk rekrutmen pendamping 

PPH, bentuk pembinaan, pendampingan, dan pengawasan kepada pendamping 

PPH dalam melakukan pendampingan SEHATI, dan peran Halal Center UIN 

Sunan Kalijaga dalam program SEHATI.  

Bab IV adalah Implementasi Kebijakan Pendampingan SEHATI, 

membahas tentang analisis implementasi kebijakan pendampingan, 

pemberdayaan pendampingan sertifikasi halal gratis, dan Kontribusi Halal 

Center UIN Sunan Kalijaga dalam implementasi Halal Mandatory di 

Indonesia. 

Bab V bagian penutup, meliputi kesimpulan dan saran dalam pembuatan 

tesis ini. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

 

A. Kesimpulan 

 

Berdasarkan hasil analisis penelitian ini, maka dapat disimpulkan sebagai 

berikut; Pertama, Kebijakan Pendampingan sertifikasi halal oleh Halal Center 

UIN Sunan kalijaga dilaksanakan secara terbuka berdasarkan instruksi BPJPH 

Kementerian Agama sebagai field project untuk pembukaan LP3H di 

Perguruan tinggi. Proses pendampingan sertifikasi halal dilakukan dengan 

pembukaan pelatihan pendamping pph melalui media sosial dalam bentuk 

sosialisasi kepada masyarakat umum dan mahasiswa setiap periode 

berdasarkan kebutuhan pendampingan SEHATI. Dalam proses perekrutan 

dilakukan tanpa batasan wilayah dan sasaran pendamping, sehingga dalam 

implementasinya banyak pendamping PPH yang tidak aktif dan belum 

memberikan pendampingan sama sekali. 

Kedua, bahwa pelaksanaan pembinaan dilakukan dengan mengadakan 

coacing clining setiap seminggu sekali yang bertujuan untuk melakukan 

evaluasi dan memberikan informasi terkini terkait dengan regulasi SEHATI 

yang mudah sekali berubah, kemudian untuk pendampingan dilakukan dengan 

memberikan pemahaman kepada pendamping berkaitan dengan penyediaan 

bahan, proses pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistibusian, 

penjualan, dan penyajian produk. Sedangkan  pengawasan dilakukan dengan 

menerima pengaduan dari berbagai sumber dan menjadi bahan evaluasi 
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internal. Pada pengawasan ini terdapat kekurangan, yakni pengawasan yang 

belum maksimal dan jumlah SDM yang dimiliki sangat terbatas maka 

pengawasan yang dilakukan ini memerlukan perbaikan dan masukan untuk 

pendamping PPH. 

Ketiga, Kontribusi Halal Center dalam mewujudkan implementasi Halal 

Mandatory di Indonesia dilakukan dengan melaksanakan ketentuan sertifikasi 

halal dalam UU JPH dan UU Cipta Kerja Klaster Halal dengan berubahnyak 

kebijakan sertifikasi dari voluntar (sukarela) menjadi mandatory (kewajiban). 

Pelaksanaan kewajiban sertifikasi halal yang dilaksanakan hingga tanggal 17 

Oktober 2024 yang dapat dimanfaatkan bagi pelaku usaha UMK, sehingga 

pengajuan sertifikasi halal dapat dilakukan melalui program SEHATI self 

declare. Namun kesadaran masyarakat masih rendah untuk mengajukan 

sertifikasi halal, dikarenakan sosialisasi ke masyarakat belum dilaksanakan 

dengan merata, maka BPJH menunjuk LP3H untuk melakukan pendampingan 

bagi UMK sebagai implementasi halal mandatory, yakni Halal Center UIN 

Sunan Kalijaga yang sudah melakukan pendampingan sertifikasi halal gratis. 

kemudian implementasi Halal Mandatory di perguruan tinggi yang dilakukan 

Halal Center UIN Sunan Kalijaga adalah melaksanakan fungsi tridarma 

perguruan tinggi yang berkaitan dengan pendidikan, penelitian,  pengabdian 

masyarakat pada kajian industri dan bisnis halal. 
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B. Saran  
Saran dalam penelitian ini adalah dapat menjadi bahan masukan dan 

pertimbangan agar pelaksanaan pendampingan Sertifikasi Halal Gratis 

(SEHATI) di Halal Center UIN Sunan kalijaga dapat berjalan dengan baik. 

Pertama, saran yang peneliti ajukan adalah peneliti mendorong kepada seluruh 

stakeholder Halal Center UIN Sunan Kalijaga untuk melakukan perekrutan 

pendamping yang terfokus dalam satu wilayah dilengkapi dengan fasilitas yang 

mamadai, agar dapat meningkatkan proses pembinaan, pendampingan, dan 

pengawasan dengan lebih efektif dan efisien. Kedua, proses pelatihan 

pendamping PPH hendaknya dilakukan secara langsung dan tidak melalui 

daring, agar materi yang disampaikan dapat lebih efektif dan efisien tanpa 

menimbulkan kendala jaringan, cuaca, dan kuota internet. Ketiga, peran 

pemerintah melalui BPJPH selaku regulator perlu memperhatikan dinamikan 

pendampingan sertifikasi halal gratis terkait pengoperasian akun Sihalal yang 

harus melakukan input secara manual, maka dibutuhkan digitalisasi dalam 

proses uji verval hingga pengajuan ke Komite Fatwa MUI. 

 Keempat, perlu evaluasi yang menyeluruh oleh pemerintah terhadap 

program dan kebijakan SEHATI yang masih menimbulkan berbagai 

permasalahan dalam pengajuan produk dan pencairan dana insentif 

pendamping yang menjadi penghambat keberhasilan pelaksanaan program 

SEHATI. Proses identifikasi faktor-faktor penghambat ini perlu dilakukan, 

agar dapat mengatasi dan mengurangi hambatan yang timbul. Sehingga proses 
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pelaksanaan Sertifikasi Halal Gratis dapat berjalan sebagai mana mestinya 

dengan terwujudnya  halal mandatory  di Indonesia.  

Pada penelitian ini, peneliti hanya melakukan eksplorasi yang berkaitan 

tentang pendampingan sertifikasi halal gratis, bagaimana halal Center dalam 

melaksanakan pembinaan, pendampingan dan pengawasan, serta implementasi 

halal mandatory di Indoinesia. Sehingga peneliti memberikan saran untuk 

penelitian berikutnya untuk dapat menambahkan objek variabel penelitian dan 

sumber informan secara luas sehingga kekurangan dalam penelitian ini dapat 

menjadi perbaikan dalam penelitian berikutnya. 
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PEDOMAN WAWANCARA 

 

1. Bagaimana peran Halal Center UIN Sunan Kalijaga dalam mendukung 

implementasi halal mandatory di Indonesia? 

2. Bagaimana kebijakan Halal Center melakukan perekrutan pendamping PPH? 

3. Bagaimana SOP yang dijalankan Halal Center dalam melakukan perekrutan 

pendamping PPH? 

4. Mengapa Halal Center melaksanakan kebijakan pendampingan sehati? 

5. Apa saja faktor pendukung dan penghambang pendampingan Sehati? 

6. Bagaimana Halal Center melakukan pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan 

kepada tenaga PPH dalam kebijakan pendampingan sehati? 

7. Bagaimana sosialisasi yang dilakukan halal center kepada pelaku usaha untuk 

mendukung pendampingan sehati? 

8. Apa saja syarat yang harus dipenuhi pelaku usaha untuk mengikuti program 

sehati? 

9. Apakah sanksi yang diberikan kepada pelaku usaha jika ditemukan kecurangan 

dalam mengikuti program sehati? 
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